
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 
sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- 

a. bahwa sesuar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi, perlu dilakukan penyeeuaian terhadap 
susunan organisasi, tugas rungsi dan mekanisme kerja 
antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah 
lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
Buton Tengah; 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 
NOMOR 48 TAHUN 2024 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN BUTON TENGAH 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6897); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lebaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagairnana telah diubah dengan Pera tu ran 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahu n 2021 ten tang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
202 I Nomor 525); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederha.naan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546): 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Belita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nornor 54); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Butoo Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buron Tengah Tahun 2016 Nomor 
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Pasal l 
Dalam Peraturan iru yang dimaksud dengan: 
a. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. 
b. Pemerinlah Daerah adaJah KepaJa Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemetintahan daerah yang mermmpm 
pelaksanaan urusan pemetintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

c. Bupati adaJah Bupati Buron Tengah. 
d. Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Buton Tengah. 
e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalarn 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten. 

f. Dmas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 
Buton Tengah. 

g KepaJa Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Bu ton Tengah. 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dmas 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

i. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

j. Jabatan Pungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterarnpilan tertentu. 

k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsronal vang berdasarkan pada keahlian 
dan keterampilan tertentu, 

l. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS DAN 
FUNOSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN BUTON TENOAH 

MEMUTUSKAN: 

129) sebagarmana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 
l 53); 
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Pasal 5 
(1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tipe A 

terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB 111 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan urnum di 

bidang pangan; 
c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di bidang pangan; 

e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 3 
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat 
Daerah di bidang pangan. 

Pasal 2 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di 
bidang pangan, 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sek:retaris 
Daerah. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

m. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan. 

n. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan 
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat 
lain yang diberikan pendelegasian wewenang. 
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Pasal 8 
mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, dan mengoordinasikan 
urusan kepegawaian, keuangan, 

( l) Sekretariat 
menyusun, 
pelaksanaan 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan 

meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi 
dan cadangan pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan 
meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi 
dan cadangan pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
ketahanan pangan meliputi ketersediaan dan kerawanan 
pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
ketahanan pangan meliputi ketersediaan dan kerawanan 
pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan 
penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan; 

e. pelaksanaan administrasi Dinas; 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 6 
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, 
mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan 
kebijakan dan program strategis, mengendalikan dan 
mengembangkan semua kegiatan bidang ketahanan pangan 
serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan 
fungsi Dinas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB JV 
TUGAS DAN fi'UNGSI 

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, 
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi Kelompok 
Jabatan F'ungsional. 

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam La.mpiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, 
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Pasal 11 
Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: 
a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

ketatausahaan; 
b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan 

administrasi kepegawaian; 
c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup 
Din as; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi 
penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi 
irnplementasi reformasi birokrasi; 

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan 
perlengkapan dan inventarisasi aset; 

f. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan 
hubungan masyarakat; 

Pasal 10 
(I) Sekretariat, terdiri atas: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan F'ungsional. 

(2) Subbagian sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) huruf a 
dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan 

perumusan rencana program kegiatan Dinas; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan 

sumber daya manusia lingkup Dinas; 
c. pelaksanaan urusan adrninistrasi keuangan; 
d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatala.ksanaan; 
e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup 

Dinas; 
f. pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan 

masyarakat; 
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
lingkup Dinas; 

h. pengelolaan data dan sistem informasi; dan 
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberi.kan oleh Kepala 

Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan. 
perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, 
rumah tangga dan hubungan masyarakat, organisasi 
dan tatalaksana, evaluasi dan pelaporan serta 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit 
crganisasi secara terpadu. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 14 
(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mernpunyai 

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, 
monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang 
distribusi dan cadangan pangan. 

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dmas. 

Bagian Keempat 
Bidang Distnbusi dan Cadangan Pangan 

Pasa.l 13 
Dalam mela.ksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (I) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan 
Pangan menyelenggarakan fungsi. 
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan 

dan kerawanan pangan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

ketersediaan dan kerawanan pangan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

fasibtasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan 
pangan;dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa.l 12 
(I) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

mempunyai lugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pernbinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan 
sosiahsasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan d1 
bidang ketersediaan dan kerawanan pangan 

(2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 
sebagarrnana dunaksud pada ayat (I) dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan 
informasi; dan 

h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas di bidang umum dan kepegawaian. 
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mempunyai tugas 
pelaksanaan kebijakan 

Pasal 18 
( 1) Bi dang Keamanan Pangan 

melaksanakan perumusan dan 

Bagian Keenam 
Bidang Keamanan Pangan 

Pasal 17 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 
Pangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis 

di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan 

penganekaragaman pangan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

konsumsi dan penganekaragaman pangan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang 
konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan 

e. pelaksanaan fu ngsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 16 
(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring 
dan evaluasi serta pelaporan di bidang konsurnsi dan 
penganekaragaman pangan. 

(2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kelima 
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

Pasal 15 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 

distribusi dan cadangan pangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan 

cadangan pangan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

distribusi dan cadangan pangan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendaliau, 

fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan; 
dan 

e. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 23 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai lugas 
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi jabatan pirnpinan tinggi pratama sesuai 
dengan bidang keahlian dan keterampilan. 

Pasal 22 
Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan sejumlah Kelompok 
Jabatan F'ungsional sesuai dengan kebutuhan yang 
pelaksanaannnya dilakukan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan F'ungsional 

Pasal 21 
Pembentukan Unit Pelaksana Tekrus Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati sesuar dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 20 
( 1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis 

Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu. 

(2) Umt Pelaksana Tekrus Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas 

Pasal 19 
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal l 8 ayat (I) Bi dang Keamanan Pangan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan 

tekms d1 btdang keamanan pangan; 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan 

pangan. 
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

keamanan pangan; 
d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 

fasilitasi dan sosialisasi. momtonng dan evatuasi serta 
pelaporan di bidang keamanan pangan: dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

teknis, pengoordinasian. pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian, fasihtas! dan sosialisasi. monitoring. sena 
evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan pangan. 

(2) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dipirnpin oteh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas 
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Pasal 28 
Dalarn melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit 
organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 27 
Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan 
Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 
( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja 
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 25 
( 1) Dalam pelaksanaan tu gas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja 
secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung 
pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. 

(2) ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme kerja 
Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 24 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat 
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau 
pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang 
memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan 
fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta 
jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian. 

(3) Dalam hat pejabat fungsional diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional 
tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana. 
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Pasal 34 
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
pimpinan unit organisasi, tembusan laporan wajib 
disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyal hubungan kerja. 

Pasal 33 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan urut organisasi 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 32 
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan benanggungjawab kepada atasan 
masing-masing dan menvampaikan laporan secara berkala 
dan tepat wakru sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 31 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing­ 
masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masmg­ 
masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 
Setiap pimpman unit organisasi di lingkungan rnasing- 
masing bertanggungjawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas kedinasan. 

Pasal 29 
Setiap pirnpinan unu organisasi di lingkungan masing­ 
masing harus menerapkan sistem pengendalian intern di 
lingkungan maslng-masing untuk mewujudkan 
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 
penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja 
yang terintegrasi. 
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Pasal 38 
(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta 

jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di 
Iingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatao cli 
lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB Vll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 37 
(II Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama atau jabatan struktural eselon IT.a. 
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural eselon HJ.a. 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau 

jabatan struktural eselon lll.b. 
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau 

jabatan struktural eselon IV.a. 

Bagian Kedua 
.Jabatan 

Pasal 36 
Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 

Bagian Kesatu 
Kepegawaian 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN 

Pasal 35 
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, 
masing-rnasing pimpinan satuan organisasi dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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• 

SERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 586 

ARI PI 

Pj. S,=-"LTARIS DT KABUPATEN BUTON TENGAH, 

Diundangkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 23 September 2024 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pera tu ran Bupati mi dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 

tanggal pad a 
Pasal40 
mu lai berlaku ini Peraturan Bupati 

diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Tengah. 

Pasal 39 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Buton 
Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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